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a.

1.

BUPATI NATUNA,

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu diatur kembali tata cara pemberian
insentif besaran yang akan diterima pihak-
pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

dalamm rangka mekanisme pelaksanaan APBD
dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu dibuat
pengaturan pembayaran atas insentif
pemungutan pajak dan retrebusi untuk
memenuhi ketentuan pelaporan keuangan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Perubahan Peraturan  Bupati
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
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Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan

9.

10.

s

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahhun 2011 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015
Nomor J5);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 80
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dirubah sebagai berikut:
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1. Diantara pasal 2 dan pasal 3 ditambah pasal 2a,
sehingga pasal 2a berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 2a

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember.

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
sesuai dengan undang-undang mengenai
keuangan negara.

2. Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(4)

Pasal 6

Pemungut atau Juru Pungut Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif
apabila mencapai target penerimaan pajak atau
retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan
dalam triwulan sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas
per seratus);

b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat
puluh per seratus);

c. sampai dengan triwulan II : 75%  (tujuh
puluh lima per seratus);

d. sampai dengan triwulan IV : 100%
(seratus per seratus).
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada
awal triwulan berikutnya berdasarkan tingkat
capaian kinerja. .
Pembayaran Insentif untuk triwulan IV
dibayarkan pada bulan Desember setelah target
capaian kinerja terpenuhi.

Insetif pajak dan retribusi daerah yang telah
terpenuhi  capaian kinerja tetapi belum
dibayarkan pada tahun berjalan, pembayaran
dapat dilakukan pada awal triwulan I tahun
berikutnya  setelah  dicanatumkan  dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Derah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan. :
Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak
tercapai, insentif untuk triwulan tersebut
dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang
telah mencapai target kinerja triwulan yang
ditentukan.
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(6) Dalam hal target kinerja pada: akhir tahun

anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak

membatalkan Insentif yang telah dibayarkan
untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.
Diundangkan di Ranai
pada tanggal | D¢sewber 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

DRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR !



